
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI NEGARA HUKUM DAN DESA  

 

A. Negara Hukum 

Negara   Hukum   merupakan   esensi   yang   menitikberatkan   pada   

tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-

alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang 

berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada 

sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar 

belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi 

terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal 

sebagai Bill Of Right1689, hal ini menunjukan kemenangan parlemen atas raja, 

serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai 

perjuangan Bill of Rights8. Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap 

pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada 

batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya1. 

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam 

negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan 

hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum 

                                                           
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, ( Bandung: Mandar Maju, 

2013), hlm. 1. 

 



Konsep ini sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut Bothling, 

adalah “de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door 

grezen van recht.” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasan 

dibatasi oleh ketentuan hukum) 

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas 

hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada 

konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut 

sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, 

yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, 

hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. 

Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi 

menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan 

sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie (dalam Dwi 

Winarno, 2006) menyatakan bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara 

hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang 

unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat 

satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang 

dasar. 

Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan 

warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil 

berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang 

pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan 

warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap 



kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun 

kesejahteraan rakyat. 

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of 

Law. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental 

memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. 

1) Hak asasi manusia 

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia 

yang biasa dikenal sebagai Trias Politika 

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 

4) Peradilan administrasi dalam perselisihan 

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri 

Rule of Law sebagai berikut. 

1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 

2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi 

pejabat 

3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan 

pengadilan 

Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh 

konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian 

di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit karena ada dalil bahwa 

“Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”. Dengan munculnya 

konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara 



hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau 

lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak 

boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam 

International Comunition of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 

merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang 

dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah 

1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selai daripada 

menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk 

memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 

2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

4) Pemilihan umum yang bebas; 

5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; 

6) Pendidikan civics (kewarganegaraan) 

Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep Negara Hukum juga ada pada 

UUD Tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar.” 

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh 

berada ditangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. 

Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan 

sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan 

pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly 



Asshiddiqie kedaulatan rakyat  merupakan satu diantara konsep-konsep yang 

pertama-tama dikembangkan   dalam   persiapan   menuju   Indonesia   merdeka.   

Yang   mana kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik dikalangan intelektual 

pejuang kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1930-an2 

Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan, “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, 

ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasannya.” 

Dapat  diartikan  bahwa  kedaulatan  rakyat  merupakan  tonggak  dalam  

negara hukum,  bahkan sebuah lembaga  yang  memegang kedaulatan rakyat  

dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. 

Kejelasan  terhadap  Indonesia  sebagai  negara  hukum terjadi Pasca  

Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan 

kedudukan MPR, yang menurut UUD Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga 

tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada 

pasal 1 ayat (3) UUD  Tahun  1945    yang  merupakan  hasil  perubahan  ketiga  

yakni,  Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelasakan bahwa 

Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) 

Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang ”diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah 

negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan 

                                                           
2 Tim Penyusun Revisi Naskah Komperhensif, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, 

Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara. (Jakarta: 

Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), Hlm.60 



keadilan dan tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak  dipertanggungjawabkan  

(akuntabel).  Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 

1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau 

paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan 

dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Dengan   demikian,   Indonesia   sebagai   negara    hukum   memiliki   ciri-

ciri “rechtsstaat” yakni sebagai berikut 3: 

1) Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 

2) Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan 

undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang 

bebas  dan  merdeka,  dan  pemerintah  mendasarkan  tindakannya  atas 

undang-undang (wetmatig bestuur). 

3) Diakui    dan    dilindunginya    hak-hak    rakyat    yang    sering    disebut 

“vrijhedsrechten van burger” 

Dalam kaitannya penjelasan diatas, menunjukan dengan jelas ide sentral 

konsep negara  hukum / rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap  

hak asasi manusi yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.   

Sejalan dengan ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi 

Manusia merupakan jalan keluar  untuk megatasi keadaan yang disebut hommo 

homini lupus, bellum omnium contras omnes.14 Sebagaimana yang dikatakan 

Paul Scholten, “ciri utama negara hukum adalah, er is recht tegenover den staat.” 

                                                           
3 Jimly Assihiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2005), hlm. 16-17. 



Artinya warga negara mempunyai hak terhadap negara, dan individu 

mempunyai hak terhadap masyarakat.15  Indonesia sendiri hak asasi manusia 

terjamin dalam konstitusi yang ketentuan tersebut antara lain mengenai : 

1)  Kebebasan berserikat dan berkumpul 

2)  Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan 

3)  Hak bekerja dan penghidupan yang layak 

4)  Kebebasan beragama 

5)  Hak untuk ikut mempertahankan negara dan, 

6)  Hak lainnya dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. 

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada 

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 

menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa 

negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. 

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian 

Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat). Negara 

Indonesia berdasar atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 

belaka (Machtsstaat). 

2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 



Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem 

Rechsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang 

termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. 

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum 

materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain 

yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 

yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial 

Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan 

bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. 

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip 

sebagai berikut. 

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar 

nasional; 

2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi; 

3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi; 

4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 

(1) UUD 1945); 

5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR); 

6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil; 

7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif); 

8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 



dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial; dan 

9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 

A-J UUD 1945) 

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus 

dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara 

hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah 

tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang 

juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi 

syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan 

berhadapan dengan idea hukum. 

 

 B. Tinjauan Pustaka Tentang Desa  

1. Sejarah Desa 

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner 

Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan 

kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang 

berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 

Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah- 

daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa 

di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa 

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara 

naluriah  ingin  hidup  bersama  keluarga  suami/  istri  dan  anak,  serta  sanak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum


familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. 

Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah 

terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih 

memungkinkan   keluarga   tersebut   berpindah-pindah.   Hal   ini   masih   dapat 

ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, 

beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, 

Kalimantan dan Papua 

Fakta sejarah menunjukan bahwa dari abad ke abad desa telah berkembang 

menjadi  kesatuan  hukum  yang  melindungi  kepentingan  bersama  atas 

penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukum adat 

setempat. Hukum itu memuat dua hal, yaitu: (1) hak untuk mengurus daerahnya 

sendiri, yang kemudian dikenal istilah “hak otonomi”, dan (2) hak memilih kepala 

desanya sendiri. Di masa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, seperti 

hukum kekerabatan, hukum waris, hukum tanah, hukum perdata, dan hukum 

pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonomi desa di Jawa, Madura, dan 

Bali dengan desa lain bias saja berbeda, misalnya di Sumatera Barat dikenal 

istilah desa ini dengan wilayah “nagari” yang mempunyai hukum adat yang 

berbeda dalam hal hak otonomi tersebut. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan 

nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh 

dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut 

dengan istilah kampung, di Yogyakarta dosebut dusun dan di Bali disebut banjar. 

Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Nagari
http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://id.wikipedia.org/wiki/Kutai_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_%28Papua%29


sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah 

satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat 

setempat 

2. Pengertian Desa 

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan 

hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu 

dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat 

atau wilayah yang sama. Terbentuknya   masyarakat   hukum   yang   disebabkan   

oleh   adanya   rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga 

membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga 

bentuk, yaitu: 

a. Masyarakat Dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan 

sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya 

meliputi perkampungan ( pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh 

pemuka masyarakat serta pusat kedudukanya berada di daerah tersebut. 

b. Masyarakat   Wilayah   (de   Streekgemenschap),   masyarakat wilayah 

merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu 

masyarakat hukum yang lebih besar. 

c. Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (de Dorpenbond), beberapa 

masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk 

suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara 

bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan 

bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun. 

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu 

kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas 



(Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24). Sesuai batasan definisi tersebut, maka di 

Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya 

masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati 

di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain 

masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri 

baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya. 

Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di 

wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian 

wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. 

Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota 

yang merupakan kesatuan, kampong (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti 

daerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Beradasarkan Undang-Undang nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut 

dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang   memiliki   batas-batas   wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan Desa di masa orde baru diatur melalui Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan 

untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa 

(blog-fatmamelia.blogspot.com). Istilah Desa dalam Pasal 



1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan 

terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Desa dibentuk  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  luas  wilayah, 

jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya 

sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, 

maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

berdasarkan persetujuan dari kecamatan. Pada masa reformasi Pemerintahan Desa 

diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi  

Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  

Undang-undang  ini  berusaha  mengembalikan  konsep  dan  bentuk 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa 

sebagaimana harus memenuhi syarat : 

a. Jumlah penduduk; 

b. Luas wilayah; 

c. Bagian wilayah kerja; 

d. Perangkat desa; dan 

e. Sarana dan prasarana pemerintahan. 

Desa seperti asal-usulnya yang secara historis belum mendapat pengakuan 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. 



Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

disebutkan  pengertian  Desa    pengertian  Desa dalam Undang- undang Nomor 6 

Tahun 2014 yaitu; 

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  

Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  

masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa merupakan sebuah pemerintah terdepan yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah secara riil di lapangan. 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan  bahwa  

Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya,   Undang-undang   Nomor   8   Tahun   2005   tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa 

yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, 

atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa 



menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 

(lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 

persyaratan   dapat   dihapus   atau   digabung.   Perubahan   status   desa   menjadi 

kelurahan memperhatikan persyaratan: 

a. Luas wilayah; 

b. Jumlah penduduk; 

c. Prasarana dan sarana pemerintahan; 

d. Potensi ekonomi; dan 

e. Kondisi sosial budaya masyarakat. 

Desa  yang  berubah  menjadi  Kelurahan,  Lurah  dan  Perangkatnya  diisi  

dari pegawai negeri sipil Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh 

desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari 

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah 

tertentu  

Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pemerintahan 

daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa  

Desa di kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan 

statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama 

badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.  Dalam 

hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan 

daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. 



Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , pemerintahan desa terdiri 

atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa 

dan perangkat desa lainya. Urusan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

a.   Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul desa; 

b.   Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten atau kota yang 

diserahkan pengaturanya kepada desa; 

c.   Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah 

kabupaten atau kota; 

d.   Urusan  pemerintah  lainya  yang  oleh  peraturan  perundang- undangan 

diserahkan kepada desa 

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: “Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan   masyarakat   Desa   berdasarkan   Pancasila,   Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika”.  Dalam  Pasal  5  Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah 

Kabupaten/Kota 

4. Pemerintahan Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 



dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Undang-Undang No.32 Tahun 2004). 

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong 

royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam 

mengatur kehidupan masyarakatnya. 

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik 

Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan 

kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya 

merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam 

Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan 

demokrasi bagi setiap warganya.  Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia 

Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu 

individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari 

Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang 

yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-

beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun 

dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan 

pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal 

pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal 

dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling 

bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian 



tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) 

yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang 

diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana 

mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung 

yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan 

satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-

aktifitas sosial”. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan 

mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama 

lain  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara 

pemerintahan desa. 

Pengakuan Desa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 

1 dan 2, serta dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2004, 

di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian 

ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa 

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 



Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan 

bahwa: 

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : 

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 

Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara 

pemerintahan desa”. 

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa 

dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 

1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu 

bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang 

disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, 

seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan 

sebutan lain. 



Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung 

jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan 

camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat 

Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, 

mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, 

maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa. 

Dalam Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan 

Desa diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa. 

a. Tugas Kepala Desa 

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan  

bahwa  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan   Desa,   

melaksanakan   Pembangunan   Desa,   pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan  pimpinan  

penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 

untuk  tiga  kali  masa  jabatan.  Kepala  Desa  juga  memiliki  wewenang 

menetapkan Peraturan  Desa yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama 

BPD.    Kepala    Desa    dipilih    langsung    melalui Pemilihan    Kepala 

Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_Desa


Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Desa mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyarakat desa; 

f. Membina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan  

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

c.  Adapun kewajiban Kepala Desa yaitu : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari kolusi, korupsi dan nepotisme 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa 

m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

desa kepada masyarakat. 



 

 


